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ABSTRAK 
 
NURUL AZIZAH (B111 10 441), dengan judul “Tinjauan Viktimologis 
terhadap Eksploitasi Pembantu Rumah Tangga Anak Dibawah Umur 
di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2013)”. Di bawah 
bimbingan Muhadar selaku Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti selaku 
Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban dalam 
terjadinya eksploitasi terhadap pembantu rumah tangga anak dibawah 
umur dan  perlindungan hukum dalam menanggulangi eksploitasi 
pembantu rumah tangga anak di bawah umur di Kota Makassar. 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) 
dan interview terhadap pembantu rumah tangga anak yang pernah 
menjadi korban eksploitasi dan mewawancarai oknum-oknum yang 
berkaitan langsung ataupun tidak langsung dalam kasus ini dengan 
mengambil data untuk mengetahui jumlah kasus, data umur pelaku, 
tingkat pendidikan korban, dan lamanya korban bekerja pada majikan. 
 
Hasil yang diperoleh Penulis dari penelitian ini, antara lain: (1) Peranan 
korban dalam terjadinya eksploitasi terhadap pembantu rumah tangga 
anak di wilayah hukum kota Makassar disebabkan karena PRTA tidak 
menuntut upah layak, gampang diatur dan penurut. (2) Perlindungan 
hukum dalam menanggulangi eksploitasi pembantu rumah tangga anak 
dilakukakan dengan berbagai cara yaitu salah satunya dengan 
dikeluarkannya berbagai aturan mengenai larangan mempekerjakan anak 
dibawah umur. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam 
masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. 
Biasanya keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di 
Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara 
yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua baik dari suami 
atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, 
kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan 
darah. Di samping itu terdapat juga pembantu rumah tangga yang 
bekerja dan tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah (tinggal 
satu atap) (Moerti Hadiati Soeroso, 2010:61). 
Dalam lingkup rumah tangga, keutuhan rumah tangga 
adalah tujuan setiap keluarga dan untuk mewujudkannya, setiap 
anggota keluarga harus menyadari hak dan kewajibannya masing-
masing, termasuk pembantu rumah tangga, sehingga tidak terjadi 
kesewenang-wenangan.  
  Konon pembantu rumah tangga telah ada sejak lama, 
diperkirakan ada sejak zaman kerajaan, penjajahan, begitu pula 
sesudah Indonesia merdeka. Saat ini, pekerjaan rumah tangga 
telah berkembang dan mengalami perubahan orientasi dari 
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hubungan kekerabatan menjadi hubungan pekerjaan. Jenis 
pekerjaan ini tidak saja menyerap pekerja dewasa, namun juga 
menarik anak-anak untuk memasuki pekerjaan sektor informal ini. 
  Dalam Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 membahas 
mengenai batas usia minimun anak diperbolehkan bekerja dan 
rekomendasi No. 146 yang di ratifikasi dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 1999 telah mendeklarasikan bahwa “batas usia 
minimum anak diperbolehkan bekerja di Indonesia adalah 15 
tahun” dan “pekerjaan apapun yang membahayakan anak-anak 
secara fisik, mental atau kesehatan atau moral anak tidak boleh 
dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah 18 tahun”. Ketetapan 
usia minimum ini tentunya juga menjadi acuan bagi anak yang 
bekerja pada sektor pekerjaan rumah tangga. Namun persoalan 
ekonomi yang masih mendera bangsa ini mengakibatkan anak-
anak terpaksa bekerja sebagai pekerja rumah tangga anak (PRTA). 
  PRTA biasanya melakukan pekerjaan sebagi tukang cuci, 
mengasuh anak, pemasak, dan membersihkan rumah. Mereka 
berasal dari pedesaan, dari keluarga miskin, berpendidikan rendah 
dan sebagian besar adalah kaum perempuan. Keberadaanya di 
tempat kerja, tanpa perlindungan hukum, tanpa pengawasan pihak 
berwenang, tanpa ikatan kontrak kerja, tanpa uraian pekerjaan, 
tanpa aturan jam kerja, tanpa upah minimum, serta tanpa hari libur. 
Hal ini menjadi kondisi yang kurang menguntungkan bagi anak 
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yang bekerja sebagai PRTA, yang semestinya dapat tumbuh 
kembang dan mendapatkan perlindungan, namun harus terjebak 
pada pekerjaan yang belum memiliki rambu-rambu hukum dan 
standar ketenagakerjaan. Ini berarti PRTA berada pada situasi dan 
kondisi rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan 
(http://marselagiovani89.blogspot.com/2010/03/pekerja-rumah-
tangga-anak-di-indonesia.html, akses 25 Januari 2014). 
  Pembantu rumah tangga anak mudah terjerumus dalam 
pelecehan maupun eksploitasi karena mereka tersembunyi dari 
mata masyarakat dan pengawasan pemerintah saat mereka 
bekerja di dalam rumah majikan. Para pekerja yang tak terlihat ini 
tidak dicakup dalam undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia 
dan tidak mempunyai hak dan jaminan hukum seperti upah 
minimum, istirahat, libur, dan batas jam kerja seperti yang diberikan 
kepada pekerja di sektor formal. Anak perempuan umumnya mulai 
bekerja sebagai pembantu rumah tangga sebelum mencapai usia 
minimum untuk diperbolehkan bekerja, dengan jam kerja yang 
panjang, termasuk juga di malam hari, tujuh hari seminggu tanpa 
hari libur. PRTA menerima upah kecil atau tidak sama sekali, 
dilarang menghubungi keluarga mereka, dan dalam beberapa 
kasus mengalami pelecehan fisik, psikologis dan seksual.  
 Berdasarkan hal tersebut, timbul keinginan Penulis 
mengkaji mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana 
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eksploitasi terhadap pembantu rumah tangga anak, sekaligus 
mengetahui perlindungan hukum bagi korban eksploitasi terhadap 
pembantu rumah tangga anak. Keinginan tersebut kemudian 
Penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul: “Tinjauan 
Viktimologis Terhadap Eksploitasi Pembantu Rumah Tangga 
Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini 
Kota Makassar)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan judul dan latar belakang  di atas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya eksploitasi 
terhadap pembantu rumah tangga anak dibawah umur? 
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pembantu 
rumah tangga anak dibawah umur yang menjadi korban 
eksploitasi? 
 
C. Tujuan Penelitian 
  Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan 
penulisan proposal ini adalah untuk memberikan jawaban atas 
rumusan masalah di atas, yaitu: 
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1. Untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya 
eksploitasi terhadap pembantu rumah tangga anak dibawah 
umur. 
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pembantu 
rumah tangga anak di bawah umur yang menjadi korban 
eksploitasi. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Penulisan karya ilmiah ini diharapkan memberi manfaat 
sebagai berikut: 
1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 
hasil penelitian ini dapat disumbangkan sebagai panambah 
khasanah penelitian di bidang Hukum Pidana, khususnya 
tentang peranan korban dalam eksploitasi dan perlindungan 
hukum terhadap korban eksploiatsi tersebut . 
2. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
sarana untuk menambaha wawasan mengenai peranan 
korban dalam eksploitasi, serta merupakan sarana untuk 
menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku 
kuliah di lapangan. 
3. Bagi peneliti lain hasil ini dapat digunakan sebagai bahan 
perbandingan dari hasil penelitian yang sejenis. 
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4. Bagi pribadi Penulis, penelitian ini merupakan langkah awal 
dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan 
dalam menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 
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 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Viktimologi dan Ruang Lingkup Viktimologi 
1. Pengertian Viktimologi 
Viktimologi, berasal dari bahasa latin victima yang 
berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, 
viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, 
penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan 
korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu 
kenyataan sosial (Didik M. Arief Mansur & Elisatris, 2007 : 34). 
  Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas 
karena tidak hanya terbatas pada Individu yang secara nyata 
menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta 
maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat 
penimbulan korban adalah sikap atau tindakan korban dan atau 
pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak 
terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan (Didik M. Arief Mansur 
& Elisatris, 2007 : 34). 
Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi 
yang mempelajari suatu viktimisasi (krimial) sebagai suatu 
permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan 
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sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu 
pemahaman (Arif Gosita, 1993: 40), yaitu: 
a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi 
yang sebenarnya secara dimensional; 
b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelai 
antara fenomena yang ada dan saling memperngaruhi; 
c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi 
oleh unsure struktur sosial tertentu suatu masyarakat 
tertentu. 
Viktimologi mencoba memberi pemahaman, 
mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari 
para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya 
dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan 
pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih 
bertanggungjawab (Arif Gosita, 1993: 208). 
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik 
tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia 
yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan 
sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-nyanjung 
para korban, tetapi hanya untuk memberi penjelasan mengenai 
peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka 
dengan para korban. Penjelasan ini adalah penting dalam 
rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah 
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kejahatan berbagai viktimisasi, mempertahankan keadilan 
sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka yang secara 
langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi. 
Khususnya, dalam bidang informasi dan pembinaan untuk tidak 
menjadi korban kejahatan struktural atau non struktural (Arif 
Gosita, 1993: 208). 
Viktimologi mencoba mencapai hasil-hasil praktis. Ini 
berarti ingin menyelamatkan manusia dari dan berada di dalam 
bahaya. Viktimologi juga memberikan perhatian terhadap 
permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya: efek-
efek sosial polusi industri pada setiap anggota masyarakat; 
terjadinya vitimisasi ekonomis, politis, dan sosial, setiap kali jika 
seorang pejabat menyalahgunakan fungsinya dalam 
pemerintahan untuk kepentingan pribadinya (Arif Gosita, 1993: 
209). 
Perkembagan viktimologi hingga pada keadaan seperti 
sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah 
mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam 
tiga fase. 
Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari 
korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “penal 
or special viktimology.” Sementara itu, fase kedua, viktimologi 
tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga 
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meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai 
“general victimology.” Fase ketiga, viktimologi sudah 
berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan 
korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi 
manusia. Fase ini dikatakan sebagai “new victimology.”  
 
2. Ruang Lingkup Viktimologi 
 Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: 
peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan 
antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan 
peranan korban dalam sistem peradilan pidana (Didik M. Arief 
Mansur & Elisatris, 2007 : 43). 
 Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi 
meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang 
ditentukan oleh suatu victimity  yang tidak selalu berhubungan 
dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, 
dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan 
penyalahgunaan kekuasaan (Didik M. Arief Mansur & Elisatris, 
2007 : 44). 
  Namun dalam perkembangannya di tahun 1985 
Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus 
mengkaji korban karena adanya kejahatan dan 
penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena 
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musibah atau bencana alam karena korban bencana alam di 
luar kemauan manusia (out of man”s will) (Didik M. Arief 
Mansur & Elisatris, 2007 : 44). 
 Tujuan victimology dikatakan Muladi (Muladi & Barda 
Nawawi Arief, 2007: 82) adalah: 
a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan 
korban; 
b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab 
terjadinya viktimisasi; dan 
c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi 
penderitaan manusia . 
 
 Objek studi atau ruang lingkup perhatian Viktimologi 
menurut Arif Gosita (Arif Gosita, 1993: 40-41) adalah sebagai 
berikut: 
a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas 
b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal 
c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi 
suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para 
korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, 
jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya. 
d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal 
e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal: argumentasi 
kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau 
viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut 
(ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang 
berkaitan. 
f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen. 
 
 Kejahatan yang mengakibatkan korban sebagai objek 
kajian Viktimologi semakin luas setelah Kongres PBB Kelima di 
Geneva tahun 1975, Kongres keenam tahun 1980 di Caracas, 
yang meminta perhatian bahwa korban kejahatan dalam 
cakupan viktimologi bukan hanya kejahatan konvensional 
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seperti pemerasan, pencurian, penganiayaan, dan lainnya, 
tetapi juga kejahatan inkonvensional, seperti terorisme, 
pembajakan, dan kejahatan kerah putih (Didik M. Arief Mansur 
& Elisatris, 2007 : 44). 
 Dalam Kongres PBB Kelima di Geneva tahun 1975 
dihasilkan kesepakatan untuk memerhatikan kejahatan yang 
disebut sebagai crime as business, yaitu kejahatan yang 
bertujuan mendapatkan keuntungan material melalui kegiatan 
dalam bisnis atau industri yang pada umumnya dilakukan 
secara terorganisasi dan dilakukan oleh orang yang 
mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat, seperti 
pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen, perbankan, 
dan kejahatan-kejahatan lain yang biasa dikenal sebagai 
organized crime, white collar crime , dan korupsi (Didik M. Arief 
Mansur & Elisatris, 2007 : 44). 
  Dalam Kongres PBB Keenam Tahun 1980 di Caracas 
dinyatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang sangat 
membahayakan dan merugikan bukan haya kejahatan-
kejahatan terhadap nyawa orang dan harta benda, tetapi juga 
penyalahgunaan kekuasaan (abuse power), sedangkan dalam 
Kongres PBB Ketujuh Tahun 1985, menghasilkan kesepakatan 
untuk memerhatikan kejahatan-kejahatan tertentu yang 
dianggap atau dipandang membahayakan seperti economic 
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crime, enviromental offences, illegal traficking in drugs, 
terrorism, apartheid,  dan industrial crime (Didik M. Arief Mansur 
& Elisatris, 2007 : 44). 
 
3. Teori Viktimologi Tentang Peranan Korban Dalam 
Terjadinya Kejahatan 
Sebelum membahas mengenai teori viktimologi tentang 
peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan, maka perlu 
dipahami terlebih dahulu mengenai korban itu sendiri. 
Pengertian korban tercantum dalam Pasal 1 angka 2 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa: “Korban adalah 
seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. 
Sedangkan menurut Arif Gosita (Adami Chazawi, 2010 : 49), 
yang dimaksud dengan korban adalah: 
“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah 
sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan 
dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 
mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang 
lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi 
yang menderita”. 
 
Korban juga didefenisikan oleh Van Boven Gosita 
(Adami Chazawi, 2010 : 49-50) yang merujuk pada deklarasi 
prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan 
penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut: 
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“Orang yang secara individual maupun kelompok telah 
menderita kerugian, termasuk cedera visik maupun 
mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau 
perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, 
baik karena tindakan (by act) maupun kelalaian (by 
omission)”. 
 
Dari pengertian di atas, tampak bahwa makna dari 
korban tidak hanya mengacau pada individu atau perseorangan 
saja, melainkan juga mencakup korban yang bukan perorangan 
(kelompok atau masyarakat). Mengenai pengelompokan korba 
sehubungan dengan hal ini, Sellin dan Wolfgang 
mengelompokkkan korban tersebut sebagai berikut: 
a. Primary victimization, yaitu korban berupa individu 
perorangan (bukan kelompok). 
b. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, 
misalnya badan hukum. 
c. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas. 
d. No victimiazation, yaitu korban yang tidak dapat 
diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam 
menggunakan produksi. 
 
Pengertian korban yang bisa diartikan secara luas 
adalah yang difefenisikan oleh South Carolina Governor’s 
Office of Executive Policy and Programs, Columbia, (Soeharta, 
2007:78)  yaitu: 
“Victims means a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, or financial harm as 
the result of crime against him. Victim also includes the 
person is deceased, a minor, incompetent was a 
homicide victim and/or is physically or psychologically 
incapacitated.” 
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Pengertian di atas, apabila diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia, maka akan memberikan pengertian 
menganai korban secara luas. Menurut pengertian tersebut, 
pengertian korban bukan hanya merujuk pada korban yang 
mederita secara langsung, akan tetapi korban tidak langsung 
puun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan 
sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini 
seperti istri yang kehilangan suami, anak yang kehilangan 
bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan sebagainya. 
Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat 
kesalahannya korban dapat dibedakan menjadi lima macam, 
yaitu: 
a. Korban yang benar-benar tidak bersalah. 
b. Korban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan. 
c. Kesalahan korban sama dengan pelaku. 
d. Korban lebih bersalah dari pelaku. 
e. Korban sendiri yang memiliki kesalahan/paling 
bersalah. 
f. Korban imajinatif. 
 
Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban 
dalam terjadinya kejahatan, Ezza Abde Fattah (Lilik Mulyadi, 
2007:124) menyebutkan beberapa tipologi korban yaitu: 
a. Nonparticipating victims, adalah mereka yang 
menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi 
tidak turu berpartisipasi dalam penanggulangan 
kejahatan. 
b. Latent or predisposed victims, adalah mereka yang 
mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi 
korban pelanggaran tertentu. 
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c. Provocative victims, adalah mereka yang menimbulkan 
kejahatan atau pemicu kejahatan. 
d. Participating victims, adalah mereka yang tidak 
menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga 
memudahkan dirinya menjadi korban. 
e. False victims, adalah mereka yang menjadi korban 
karena dirinya sendir. 
 
Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif tanggung 
jawab korban itu sendiri, maka Stephen Scharfer (Lilik Mulyadi, 
2007:124-125) mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh 
bentuk, yaitu: 
a. Unrelated victims, adalah mereka yang tidak ada 
hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena 
memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung 
jawab sepenuhnya bedara di pihak korban. 
b. Provocative victims, merupakan korban yang 
disebabkan oleh peranan korban sendiri untuk memicu 
terjadinya kejatahan. Karena itu, dari aspek tanggung 
jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara 
bersama-sama. 
c. Participating  victims, hakikatnya perbuatan korban 
tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan 
kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam 
jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian 
dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong 
orang untuk merampasnya. Pada aspek yang seperti ini 
pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pihak 
pelaku. 
d. Biologically weak victims, adalah kejahatan disebabkan 
adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, 
dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial 
korban kejahatan. Ditinjau dari aspek 
pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau 
pemerintah setempat karena tidak dapat memberi 
perlindungan kepada korban yang tidak berdaya. 
e. Socially weak victims, adalah korban yang tidak 
diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti 
gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. 
Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh 
terletak pada penjahat atau masyarakat. 
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f. Self victimizing victims, adalah korban kejahatan yang 
dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa 
korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya 
terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku 
kejahatan. 
g. Political victims, adalah korban karena lawan politiknya. 
Secara sosiologis, jenis korban ini tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan 
konstelasi politik. 
 
B. Tinjauan Umum Terhadap Eksploitasi dan Pembantu Rumah 
Tangga Anak Dibawah Umur 
1. Pengertian Eksploitasi 
 Eksploitasi adalah memanfaatkan seseorang secara 
tidak etis demi kebaikan atau keuntungan seseorang, 
sedangkan eksploitasi pekerja adalah mendapat keuntungan 
dari hasil kerja orang lain tanpa memberikan imbalan yang 
layak. Eksploitasi merupakan suatu upaya untuk 
memperdayakan seseorang dibawah pengaruh orang lain, 
pendayagunaan sering kali bersifat untuk kepentingan diri 
sendiri atau golongan dimana hal ini akan merugikan orang lain 
yang bersangkutan (Arief Gosita, 1998:23). 
  
2. Pengertian Pembatu Rumah Tangga Anak 
Pekerja rumah tangga, pembantu rumah tangga 
(disingkat PRT) atau sering disebut pembantu saja adalah 
orang yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga majikannya. 
Di Indonesia saat masa penjajahan Belanda, pekerjaan pekerja 
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rumah tangga disebut baboe (dibaca "babu"), sebuah istilah 
yang kini kerap digunakan sebagai istilah konotasi negatif 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_rumah_tangga, akses 25 
Januari 2014). 
Pekerja rumah tangga mengurus pekerjaan rumah 
tangga seperti memasak serta menghidangkan makanan, 
mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak-anak. Di 
beberapa negara, pembantu rumah tangga dapat pula merawat 
orang lanjut usia yang mengalami keterbatasan fisik. 
Di beberapa negara, karena adanya kesenjangan 
ekonomi yang tinggi dan minimnya kesempatan kerja, sebuah 
keluarga kelas menengah 'urban' sanggup memperkerjakan 
"pembantu seumur hidup". Banyak negara mendatangkan 
pekerja rumah tangga dari luar negeri. Negara semacam itu 
termasuk kebanyakan negara di Timur Tengah, Hong Kong, 
Singapura, Malaysia, dan Taiwan. Sumber utama pekerja 
rumah tangga mencakup Filipina, Thailand, Indonesia, Sri 
Lanka, dan Ethiopia. Taiwan juga mendatangkan pekerja 
rumah tangga dari Vietnam dan Mongolia. 
Potret sehari-hari pada masa kolonial. Tugas seorang 
"baboe" (PRT) dapat mencakup pula mengasuh anak yang 
masih kecil. 
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Biasanya Pembantu Rumah tangga dikonotasikan 
sebagai pekerjaan rendah dan kadang nasib mereka juga tidak 
seberuntung para pekerja di bidang yang lainnya. Sering terjadi 
penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga baik di 
Indonesia maupun di luar negeri. Kadang di beberapa Negara, 
majikan memperlakukan pembantu rumah tangga secara kasar 
konotasinya seperti budak! 
Bila dilihat dari struktur bahasa pembantu/ membantu/ 
bantu merupakan kata yang berarti melakukan sesuatu untuk 
mempermudah orang lain atau diartikan sebagai sesuatu yang 
bekerja sekedarnya/seiklasnya, sedangkan asisten memiliki arti 
yang lebih terhormat, lebih sejajar dan mengandung makna 
komersil atau pekerjaan yang dilakukan dengan menurut 
ketentuan yang telah disepakati  
  
3. Pengertian Anak di Bawah Umur 
 Pengertian anak di bawah umur mencakup batas usia 
anak. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap 
seseorang untuk dapat disebut sebagai anak di bawah umur. 
Bahwa yang dimaksud dengan batas usia anak adalah 
pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan 
anak dalam status hukum.  
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Mengenai tentang batas usia anak dalam 
perumusannya tidak ada keseragaman antara suatu negara 
dengan negara lain. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian 
menentukan anak di bawah umur antara 8-18 tahun, sementara 
6 negara bagian menentukan anak di bawah umur antara 8-17 
tahun.  
Di Inggris ditentukan anak dibawah umur antara 12-
16tahun, Belanda menentukan anak di bawah umur antara 12-
18tahun, negara-negara Asia, antara lain Sri Lanka 
menentukan anak dibawah umur antara 8-16 tahun, di Korea 
dan Jepang menentukan anak dibawah umur antara 14-20 
tahun, Singapura menentukan anak dibawah umur antara 1- 16 
tahun. Sementara di Indonesia mengenai pengertian anak 
dibawah umur berbeda jika dilihat menurut Hukum Adat, Hukum 
Perdata, Hukum Pidana dan menurut undang-undang nomor 23 
tahun 2002 tentang perlindungan anak. 
a. Menurut Hukum Adat  
Menurut hukum adat tidak ada batasan umur yang 
pasti untuk menentukan seseorang itu masih di bawah 
umur, hal ini dapat dilihat dari ciri-cirinya. Ter Haar dalam 
bukunya “BEGINSELLEN EN STELSEL VAN HET 
ADATRECHT” Menyatakan bahwa: (Datuk Usman, 1984:8) 
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“Seseorang sudah dewasa menurut hukum adat di 
dalam persekutuan hukum yang kecil adalah pada 
seseorang baik perempuan maupun laki-laki 
apabila dia sudah kawin dan disamping itu telah 
meninggalkan orang tuanya ataupun rumah mertua 
dan pergi pindah mendirikan kehidupan rumah 
keluarganya sendiri”. 
 
b. Menurut Hukum Perdata  
Mengenai pengertian anak (belum dewasa) 
tercantum dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUHPerdata) yang menentukan sebagai berikut 
(R. Subekti, 1984:98): 
“Belum dewasa adalah mereka yang belum 
mencapai umur genap dari dua puluh satu tahun, 
dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan 
itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua 
puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi 
dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang 
belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan 
orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar 
dan dengan cara sebagaimana teratur dalam 
bagian ke-tiga, ke-empat, ke-lima, ke-enam,bab 
ini.” 
 
 Jadi yang dimaksud belum dewasa (di bawah 
umur) berdasarkan pasal 330 KUHPerdata adalah: 
a. Belum penuh berumur 21 tahun; 
b. Belum pernah kawin. 
c. Menurut Hukum Pidana  
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
yang disebut anak (belum dewasa) mereka yang berusia di 
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bawah 16 tahun. Dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa 
(R. Soesilo, 1983:98):  
“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut 
karena perbuatan yang dikerjakannya ketika 
umurnya enam belas tahun, hakim boleh 
memerintahkan sitersalah itu dikembalikan kepada 
orang tunya, wali, atau pemeliharaanya dengan 
tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika 
perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau 
pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 
490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-519, 526, 
531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu 
dilakukannya sebelum lalu 2 tahun sesudah 
keputusan dahulu yang menyalahkan dia 
melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu 
kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah 
itu.” 
d. Beberapa pendapat mengenai pengertian anak yang 
dikemukakan oleh beberapa pakar, yaitu : 
- Zakaria Ahmad Al Barry (Maidin Gultom, 2008:31), 
bahwa dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk 
berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada 
putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. 
Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada 
sebelum anak putra berumur 12 (dua belas) tahun dan 
putri berumur 9 (sembilan) tahun. 
 
- Sugiri (Maidin Gultom, 2008:32), bahwa selama di 
tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan 
perkembangan, orang itu  masih menjadi anak dan baru 
menjadi dewasa bila proses perkembangan dan 
pertumbuhan itu selesai. Dengan demikian batas umur 
anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi 
dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 
20 (dua puluh) tahun laki-laki, seperti halnya Amerika, 
Yugoslavia, dan Negara-negara Barat lainnya. 
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- Zakiah Darajat (Maidin Gultom, 2008:32), batas usia 
anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja 
adalah bahwa usia 9 (sembilan) tahun antara 13 (tiga 
belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai 
masa remaja merupakan masa peralihan antara masa 
anak-anak dan masa dewasa, anak-anak mengalami 
pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka 
bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap cara 
berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa. 
 
- Hilman Hadikusuma (Maidin Gultom, 2008:32), 
mengatakan bahwa menarik batas antara belum dewasa 
dan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena 
pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa 
namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, 
misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual 
beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum 
berwewenang kawin. 
 
 
 Memperhatikan uraian-uraian di atas mengenai 
pengertian anak yang belum dewasa menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan 
beberapa pendapat dari para ahli ilmu hukum, maka dapat 
dikatakan bahwa pengertian anak yang belum dewasa adalah 
seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun 
serta termasuk anak yang berada dalam kandungan dan belum 
pernah menikah. 
 Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang anak: 
a) UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, 
b) UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 
c) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 
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d) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Khusus dalam kaitannya anak sebagai korban 
kejahatan, diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
tentang perlindungan anak. 
Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak adalah seorang anak yang belum 
beusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih 
dalam kandungan. 
Menurut Pasal 1 butir 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pengertian Anak adalah 
Setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun 
dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. 
Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah 
konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan faktor seperti 
kondisi ekonomi, sosial politik dan budaya masyarakat. Dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan 
ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi 
berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung 
dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan 
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perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan 
dengan kondisi dan perlindungan anak. 
4. Hak-Hak Anak 
Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi 
manusia dan Konvensi Hak Anak merupakan bagian integral 
dari instrument internasional tentang hak asasi manusia. 
Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan 
prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai 
hak-hak anak yang merupakan suatu perjanjian internasional 
mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur 
hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan 
budaya. 
Dalam Konvensi Hak Anak yang berisi ketentuan-
ketentuan substantif menyangkut hak anak terdapat dalam 
Pasal 1-41. 
Prinsip-prinsip umum berisi empat prinsip Konvensi Hak 
Anak, yaitu: 
1. Non diskriminasi (Pasal 2); 
2. Kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3); 
3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan 
(Paasal 6); dan 
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12). 
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Adapun lima kelompok terakhir yang menyangkut hak-
hak anak, yaitu: 
1. Hak-hak sipil dan kemerdekaan : terdiri atas hak anak 
atas : 
- Hak untuk mempertahankan identitas 
- Kebebasan berekspresi 
- Kebebasan berpikir 
- Berhati nurani dan beragama  
- Kebebasan berserikat dan berkumpul dengan damai 
- Perlindungan atas kehidupan pribadi (privacy) 
- Hak untuk bebas dari penyiksaan 
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti terdiri 
atas: 
- Bimbingan dan tanggung jawab orang tua 
- Hak anak yang terpisah dari orang tuanya 
- Berkumpul kembali bersama keluarganya  
- Pengalihan tangan secara illegal dan anak yang 
terdampar diluar negeri 
- Pemulihan dan pemeliharaan anak 
- Anak yang terenggut dari lingkungan keluarga 
- Adopsi 
- Peninjauan berkala atas penempatan anak 
- Serta kekerasan dan penelantaran dalam keluarga 
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3. Kesehatan dan kekerasan dasar meliputi : 
- Anak-anak cacat 
- Kesehatan dan pelayanan kesehatan 
- Jaminan sosial 
- Serta pelayanan dan fasilitas perawatan anak 
4. Standar kehidupan meliputi : 
- Pendidkan 
- Termasuk latihan dan bimbingan 
- Keterampilan tujuan pendidikan 
- Waktu luang 
- Rekreasi 
- Dan kegiatan kebudayaan 
5. Langkah-langkah perlindunngan khusus terdiri atas : 
- Anak yang didalam keadaan darurat 
- Pengungsi anak 
- Anak dalam konflik bersenjata 
- Anak yang  terlibat dengan system administrasi 
- Pengadilan anak yang meliputi ; 
 Administrasi pengadilan anak 
 Perenggutan kemerdekaan 
 Penjatuhan hukuman terhadap anak 
 Pemulihan fisik dan psikologis termasuk 
renintegrasi sosial 
28 
 
Selanjutnya, anak dalam keadaan eksploitasi meliputi : 
- Ekploitasi ekonomi 
- Penyalahgunaan obat narkotika 
- Ekploitasi dan kekerasan seksual 
- Penjualan, perdagangan, dan penculikan anak, serta 
ekploitasi dalam bentuk lainnya 
- Anak-anak kelompok minoritas dan suku terasing 
Mengenai ketentuan umum mengenai hak-hak anak 
dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi : 
1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (Survival Rights) 
Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak 
untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan 
hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan 
perawatan sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut 
Konvensi Hak Anak Negara harus menjamin 
kelangsungan hak hidup, dan perkembangan anak 
(Pasal 6). Disamping itu, Negara berkewajiban untuk 
menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang biasa 
dijangkau dan melakukan pelayanan kesehatan dan 
pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer 
(Pasal 4). Hak anak akan kelangsungan hidup meliputi : 
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 Hak anak untuk mendapatkan nama dan 
kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 7) 
 Hak untuk memperoleh perlindungan dan 
memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak 
(nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga), 
(Pasal 8) 
 Hak anak untuk hidup (Pasal 9) 
 Hak anak untuk memperoleh kembali perlindungan 
dari segala bentuk perlakuan (abuse) yang 
dilakukan orang tua atau orang lain yang 
bertanggung jawab atas pengasuhan (Pasal 10) 
 Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi 
anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan 
menjamin pengusahaan keluaraga atau 
penempatan institusional yang sesuai dengan 
pertimbangan latar budaya anak (Pasal 20) 
 Adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi 
kepentingan terbaik anak, dengan segala 
perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang 
berwenang (Pasal 21) 
 Hak-hak anak penyandang cacat (disabled) untuk 
memperoleh pengasuhan, pendidikan, pelatihan 
khusus yng dirancang untuk membantu mereka 
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demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang 
tertinggi (Pasal 23) 
 Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang 
memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27-28) 
2. Hak terhadap Perlindungan (Protection Rights) 
Hak perlindugan yaitu perlindugan anak dari 
diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi 
anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak 
pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, 
termasuk anak penyandang cacat untuk memperoleh 
pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus, sert hak 
anak bagi kelompok minoritas dan penduduk asli dalam 
kehidupan masyarakat Negara. Perlindungan dari 
eksploitasi meliputi : 
 Perlindungan bagi gangguan kehidupan pribadi 
 Perlindungan dari keterlibatan pekerjaan yang 
mengancam kesehatan, pendidikan, dan 
perkembangan anak 
 Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan 
narkoba 
 Perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, 
prostitusi, dan pornografi 
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 Perlindungan bagi upaya penjualan, 
penyelundupan, dan penculikan anak 
 Perlindungan  dari proses hukum bagi anak yang 
didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran 
hukum 
3. Hak untuk Tumbuh dan Berkembang (Development 
Rights) 
Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk 
pendidikan (baik formal maupun nonformal) dan hak 
untuk mendapat standar hidup yang layak bagi 
perkembangan fisik, mental, spiritual,  moral, dan sosial 
anak. Hak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 
Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa :  
 Negara menjamin pendidikan dasar dan 
menyediakan secara cuma-cuma 
 Mendorong macam-macam bentuk pendidikan dan 
mudah dijangkau oleh setiap anak 
 Membuat informasi dan bimbingan dan keterampilan 
bagi anak, dan 
 Mengambil langkah-langkah untuk mendorong 
kehadirannya secara teratur disekolah dan 
mengurangi angka putus sekolah 
Terkait dengan itu, juga meliputi : 
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 Hak untuk memperoleh informasi 
 Hak untuk bermain dan rekreasi 
 Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya 
 Hak untuk kebebasan berfikir dan beragama 
 Hak untuk mengembangkan kepribadian 
 Hak untuk memperoleh identitas 
 Hak untuk didengar pendapatnya, dan 
 Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan 
dan fisik 
4. Hak untuk Berpartisipasi (Participation Rights). 
Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk 
menyatakan pendapat dalam segala hal yang 
mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu 
meliputi : 
 Hak untuk berpendapat dan memperoleh 
pertimbangan atas pendapatnya 
 Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta 
untuk mengekspresikan 
 Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan 
terlindung dari informasi yang tidak sehat.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data-data dan informasi yang 
dibutuhkan, maka Penulis memilih data penelitian dari tahun 2011-
2013 dan lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar dengan 
pertimbangan lokasi yang mudah dijangkau oleh Penulis dan yang 
diasumsikan terdapat tindak pidana eksploitasi pembantu rumah 
tangga anak di bawah umur sesuai dengan rumusan masalah 
penelitian ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berkut: 
1. Data Primer, data primer merupakan data yang diperoleh melalui 
penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara 
dengan pihak terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini, 
dalam hal ini korban eksploitasi pembantu rumah tangga anak 
dibawah umur. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan berupa 
buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-
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artikel hukum, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang 
ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam Penulisan 
skripsi ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh data 
dan informasi yang dibutuhkan melalui metode: 
1. Metode Penelitian Lapangan 
Metode ini merupakan suatu cara untuk memperoleh data 
dengan melakukan penelitian langsung di lapangan melalui 
proses wawancara atau pembicaraan langsung terhadap korban-
korban kejahatan eksploitasi pembantu rumah tangga anak 
ataupun oknum-oknum yang terkait dalam kasus ini. 
2. Metode Penelitian Kepustakaan 
     Metode ini merupakan upaya untuk mendapatkan data-data 
sekunder melalui bahan-bahan bacaan berupa tulisan-tulisan 
ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori-teori para ahli 
melalui berbagai media. 
 
D. Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu 
menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan 
kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan 
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kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Pendekatan yang 
dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan melakukan 
penjabaran atas fakta-fakta hasil penelitian. 
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  BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Hasil Penelitian 
1. Data Responden 
 Untuk mengetahui peranan korban, terlebih dahulu 
dipaparkan data PRTA yang menjadi responden dalam penelitian  ini. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di 6 (enam) 
kelurahan khususnya di Kecamatan Rappocini, diperoleh data jumlah 
PRTA, yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) anak. Selanjutnya, 
Penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
Tabel 1. Data Jumlah Pembantu Rumah Tangga Anak Dibawah Umur  
di Kecamatan  Rappocini di Kota Makassar. 
No Kelurahan Jumlah Presentase 
1. Mappala 3 12,5% 
2. Tidung 3 12,5% 
3. Gunung Sari 6 25% 
4. Karunrung 5 20,84% 
5. Kassi-kassi 3 12,5% 
6. Rapoccini 4 16,67% 
Jumlah  24 100% 
 Sumber : Data diolah.  
37 
 
 Tabel di atas menunjukkan jumlah pembantu rumah tangga 
anak di bawah umur di 6 (enam) kelurahan khususnya di Kecamatan 
Rappocini yaitu di Kelurahan Mappala sebanyak 3 (tiga) orang dengan 
presentase 12,5%, di Kelurahan Tidung sebanyak 3 (tiga) orang 
dengan presentase 12,5%, di Kelurahan Gunung Sari sebanyak 6 
(enam) orang dengan presentase 25%, di Kelurahan Karunrung 
sebanyak 5 (lima) orang dengan presentase 20,84%, sedangkan di 
Kelurahan Kassi-Kassi sebanyak 3 (tiga) orang dengan presentase 
12,5% dan di Kelurahan Rappocini sebanyak 4 (empat) orang dengan 
presentase 16,67%. 
 Dalam memperoleh data responden yang disebutkan di 
atas, Penulis melakukan wawancara langsung terhadap para 
responden dan mendapat jumlah korban eksploitasi dari pengakuan 
beberapa PRTA. Jumlah pembantu rumah tangga anak yang menjadi 
korban eksploitasi yang berhasil Penulis wawancarai yaitu berjumlah 
10 (sepuluh) anak. Data yang telah diperoleh dari wawancara 
tersebut, akan Penulis paparkan selengkapnya di bawah ini : 
 
2) Data Umur Korban 
 Berdasarkan hasil penelitian dari data responden yang 
Penulis lakukan di 6 (enam) kelurahan, dapat diketahui bahwa 
pembantu rumah tangga anak yang menjadi korban eksploitasi 
berkisaran umur 12 sampai 18 tahun ke bawah, karena responden di 
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penelitian ini rata-rata masih duduk di bangku SMP dan SMA. Berikut 
ini Penulis gambarkan dalam bentuk tabel kisaran umur para korban 
kejahatan eksploitasi: 
Tabel 2. Data Umur Pembantu Rumah Tangga Anak yang Menjadi 
Korban eksploitasi di Kecamatan Rappocini. 
Umur korban 
 
Jumlah Presentase 
Perempuan Laki-Laki 
12 - 15 Tahun 
15 - 18 Tahun 
3 
7 
- 
 
- 
30% 
70% 
Jumlah 10 - 100% 
   Sumber : Data diolah. 
 
 Tabel di atas menunjukan bahwa pembantu rumah tangga 
anak yang menjadi korban eksploitasi di Kota Makassar khususnya di 
Kecamatan Rappocini yaitu korban yang berumur antara kisaran 15 
tahun sampai 18 tahun dan semua responden berjenis kelamin 
perempuan. Rincian dari tabel di atas yaitu jumlah korban yang 
berumur pada kisaran 12 sampai 15 tahun, yaitu berjumlah 3 orang 
(30%), untuk kisaran umur 15 sampai 18 tahun berjumlah 7 orang 
(70%). 
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3) Data Tingkat Pendidikan Korban 
 Fenomena kejahatan eksploitasi terhadap pembantu rumah 
tangga, dikaitkan dengan latar belakang pendidikan korban, dan 
peranan tingkat pendidikan tersebut dihubungkan dengan kejahatan 
eksploitasi ataupun pemanfaatan bagi para majikan kepada pembantu 
rumah tangga anak, tetapi yang terjadi di wilayah Kota Makassar 
khususnya di Kecamatan Rappocini ini, PRTA masih diberikan waktu 
untuk mengenyam pendidikan, dengan biaya sendiri. Dan untuk lebih 
spesifiknya penulis gambarkan pada tabel dibawah ini : 
Tabel 3. Data Tingkat Pendidikan Pembantu Rumah Tangga Anak 
yang Menjadi Korban Eksplotasi. 
Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase 
Tidak Pernah Sekolah 
Sekolah Dasar 
SMP 
SMA 
- 
- 
3 
7 
- 
- 
30% 
70% 
Jumlah 10 100% 
 Sumber : Data diolah. 
 Dalam tabel di  atas, tampak bahwa korban eksploitasi 
terhadap pembantu rumah tangga anak di Kota Makassar khususnya 
di Keacamatan Rappocini yang paling banyak adalah tingkat SMA, 
kemudian tingkat SMP. Dari total jumlah korban 10 (sepuluh) anak, 
terdapat 3 (tiga) orang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan 
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presentase 30%, dan  7 (tujuh) orang lainnya merupakan Sekolah 
Menengah Atas (SMA) dengan presentase 70% dengan status semua 
responden korban eksploitasi masih bersekolah. 
 
4) Data Masa Korban Bekerja Pada Majikan 
 Masa korban bekerja pada majikannya mempengaruhi 
timbulnya eksploitasi terhadap pembantu rumah tangga anak tersebut, 
semakin lama seorang pembantu bekerja pada majikannya maka 
akan semakin erat pula hubungan atau ikatan kekeluargaan yang 
terjalin. Tetapi fakta yang Penulis temukan, ternyata masa korban 
bekerja pada majikannya tidak berpengaruh dengan kemungkinan 
pembantu tersebut menjadi korban eksploiasi. Semakin lama 
pembantu tersebut bekerja, justru makin besar pula kemungkinan ia 
mengalami pengeksploitasian. Untuk lebih jelasnya, data tersebut 
Penulis paparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
Tabel 4. Data Masa Pembantu Bekerja dengan Majikan. 
Sudah Bekerja Selama Jumlah Presentase 
Kurang dari Setahun 
1 Tahun atau Lebih 
6 
4 
60% 
40% 
Jumlah 10 100% 
Sumber : Data diolah. 
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 Pada tabel di atas, dari 10 (sepuluh) orang responden, 
yang dominan bekerja dengan majikannya yaitu kurang dari 1  tahun, 
yaitu sebanyak 6 orang dengan presentase 60%, sedangkan 
pembantu yang lebih dari 1 tahun bekerja sebanyak 4 orang dengan 
presentase 40%. 
 
B. Pembahasan 
1. Peranan Korban dalam Terjadinya Tindak Eksploitasi 
Terhadap Pembantu Rumah Tangga Anak di Kota Makassar. 
Sejak lama, telah banyak sarjana hukum atau ahli 
kriminologi dan viktimologi yang mengemukakan bahwa kejahatan 
adalah hasil dari berbagai faktor, baik dari pihak pelaku maupun 
peranan korban yang untuk selanjutnya tidak bisa disusun 
menurut sesuatu ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, untuk 
mengungk apkan kelakuan kriminal dan penimbulan korban 
memang tidak ada teori ilmiahnya. 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan 
penyelidikan atau penelitian yang dapat memberikan jawaban 
tentang sebab-sebab atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
seseorang menjadi korban eksploitasi, khususnya dari pihak 
korban, dalam hal ini terhadap pembantu rumah tangga anak 
khususnya yang terjadi di Kota Makassar. 
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Batasan eksploitasi  hasil penelitian terhadap kasus ini 
mencakup dalam pekerjaan yang tidak memenuhi standar kerja, 
tak ada perjanjian kerja, tak ada rincian pekerjaan (job 
discriptions) yang jelas. Karena itu PRTA sering terjebak dalam 
aktivitas kerja tanpa batasan kerja yang jelas, bekerja antara 10 
sampai 14 jam per hari, tujuh hari dalam seminggu, tanpa hari 
libur, cuti serta struktur gaji tidak jelas dan tidak layak. Situasi ini 
menunjukkan kondisi yang diskriminatif dan rentan eksploitasi. 
Hasil penelitian Penulis dalam melakukan wawancara 
terhadap beberapa responden di penelitian ini khususnya di 
Kecamatan Rappocini, mengungkapkan ungkapan para PRTA 
yang telah menjadi responden. Salah satu korban yang Penulis 
wawancara, Lily yang berumur 15 tahun masih menginjak bangku 
kelas 1 SMA di PGRI 2, asal dari daerah Masamba menyatakan: 
“Saya bekerja selama satu tahun tiga bulan, majikan Saya 
memiliki bisnis katering, setiap pagi Saya bangun jam 4:00 
pagi dan memasak sampai jam 6:00 pagi. Kemudian saya 
harus mencuci pakaian dari jam 6:00 pagi sampai jam 8:00 
pagi. Saya juga harus memandikan dan memberi makan 
anak mereka. Kemudian saya pergi ke pasar bersama 
majikan saya dan berbelanja bahan makanan. Di siang hari 
Saya diperbolehkan pergi ke sekolah dan pulang sekolah 
jam 5:00 sore. Di sore hari saya masih harus menyeterika 
pakaian dan menjaga bayi mereka. Di malam hari saya 
harus memijat kedua majikan saya. Biasanya saya baru bisa 
pergi tidur jam 10:00 malam” 
 
 
 Dari pengakuan salah satu responden di atas, telah 
jelas gambaran kondisi pekerja rumah tangga anak dari hasil 
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wawancara  tersebut bahwa telah terjadi tindak eksploitasi, PRTA 
harus melaksanakan tugas-tugas seperti memasak, mencuci 
pakaian, dan terkadang juga bekerja di bisnis majikannya, dan 
bahkan diberi beban ganda menjadi pengasuh anak sementara 
umur PRTA tersebut tidak terlalu jauh dari balita (anak berusia di 
bawah lima tahun) yang diasuh. Menyerahkan pengasuhan anak 
kepada seorang PRTA adalah keputusan tidak rasional, 
mengingat si PRTA sendiri masih membutuhkan pengasuhan dan 
perlindungan. Tanpa adanya pengawasan oleh pemerintah 
Indonesia, anak-anak ini seringkali harus bekerja berat dalam 
suasana kerja yang bersifat eksploitasi. 
 Dan adapun kenyataan yang terjadi, tingkat pendidikan 
SMP maupun SMA tidak berpengaruh dengan tingkat 
kemungkinan seorang pembantu rumah tangga anak akan 
terjerumus dalam pekerjaan berat di rumah tangga orang lain.  
Berikut ini beberapa cerita singkat beberapa pengakuan 
responden yang dianggap telah menjadi korban ekploitasi: 
- “Usia Saya tiga belas tahun. Majikan Saya memberi makan 
hanya satu kali sehari, kalau saya makan lebih dari itu, 
majikan perempuan pasti membentak Saya. Saya selalu 
kelaparan, itu sebabnya Saya makan sedikit lebih banyak. 
Saya tidak mendapat hari libur. Saya selalu merasa tertekan 
karena Saya tidak boleh meninggalkan rumah majikan untuk 
mengunjungi ibu atau saudara saya di kampung. Tidak ada 
seorangpun yang datang menjenguk Saya. Majikan Saya tidak 
mengijinkan.” – Ayu, 13 tahun. 
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- “Saya bekerja di rumah majikan kurang dari setahun, tetapi 
selama saya bekerja, gaji yang diberikan oleh majikan hanya 
Rp.200.000/bulan, dan gaji itupun mereka berikan hanya dua 
bulan pertama saya bekerja. Gaji itu tidak sebanding dengan 
pekerjaan rumah yang majikan berikan, semua beban 
pekerjaan yang ada di rumahnya harus Saya tanggung.” - 
Leni, 15 tahun. 
 
 Para majikan seringkali menahan gaji, majikan-majikan 
ini juga sering menolak membayar si anak sama sekali atau 
membayar lebih sedikit dari apa yang mereka janjikan semula. 
Taktik para majikan dengan cara menahan gaji seperti ini 
mempersulit pekerja rumah tangga anak yang bekerja jauh dari 
tempat tinggal asalnya untuk meninggalkan situasi yang bersifat 
eksploitasi tersebut. 
 Memang tidak semua pekerja rumah tangga anak 
bekerja sepuluh hingga empat belas jam per hari, tidak 
mendapatkan upah dan istirahat yang layak, dilarang 
menghubungi keluarga mereka, akan tetapi tidak adanya 
perlindungan hukum bagi mereka mengakibatkan ketergantungan 
mereka atas belas kasihan majikan mereka. Hubungan kerja 
semacam ini pada dasarnya akan membuka kesempatan 
terjadinya eksploitasi dan karenanya harus diperbaiki. 
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Adapun hasil penelitian Penulis dalam melakukan 
wawancara di Polwiltabes Kota Makassar dengan salah satu staff 
bagian Hukum, Rezky Yosfiah pada tanggal 27 Maret 2014 
tentang faktor penyebab munculnya pekerja anak. 
“Beberapa faktor penyebab munculnya pekerja anak adalah 
sebagai berikut : 
 
a. Adanya persepsi orang tua dan masyarakat. 
Bahwa anak bekerja tidak buruk dan merupakan bagian 
dari sosialisasi dan tanggung jawab anak untuk 
membantu pendapatan keluarga.  
 
b. Kemiskinan 
Merupakan salah satu alasan orang tua mengirimkan 
anak-anaknya untuk bekerja di kota. Kondisi ini 
kemudian dimanfaatkan oleh para agen-agen (calo) 
merekrut anak-anak desa untuk bekerja di kota. 
Keberadaan para agen tumbuh subur di desa-desa 
miskin yang penduduknya tidak mempunyai 
kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan 
pekerjaan. Para agen berusaha mempengaruhi 
keluarga untuk mengirimkan anak-anak ke kota bekerja 
sebagai pekerja rumah tangga anak. Biaya transportasi 
dan biaya kebutuhan lain ditanggung oleh agen. Orang 
tua PRTA biasanya senang mengirimkan anak-anaknya 
dan mereka percaya anaknya akan mendapat 
pekerjaan dan majikan yang baik. Sehingga orang tua 
berharap, anaknya dapat mengirimkan uang ke 
kampong halaman. 
 
c. Setiap tahun terdapat jutaan anak di Indonesia usia 15-
18 tahun yang telah menamatkan SLTP, tetapi tidak 
dapat melanjutkan atau tidak tertampung di SMU, serta 
anak-anak yang putus sekolah di SLTP telah 
membanjiri angkatan kerja. Pekerjaan rumah tangga 
merupakan salah satu sektor pekerjaan yang tidak 
memerlukan kualifikasi pendidikan yang tinggi dan 
keahlian yang tinggi, pekerjaan ini dapat menampung 
dan menyerap mereka dalam jumlah besar. 
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d. Lemah sistem hukum dan penegakan hukum. 
Selain belum adanya undang-undang yang 
memberikan jaminan dan perlindungan hukum, 
lemahnya hukum dan kurangnya penegakan hukum 
terhadap pelanggaran mempekerjakan anak, 
menjadikan anak sebagai target para agen, penyalur, 
dan majikan untuk direkrut sebagai pekerja, khususnya 
pekerja rumah tangga anak. 
 
e. Banyak pengguna jasa (majikan) yang lebih suka 
mempekerjakan anak-anak alasannya adalah anak 
lebih mudah diatur, tidak melawan, apa adanya, tidak 
ada cuti hamil, cuti melahirkan, mudah dibohongi dan 
ditipu serta bayaranya lebih murah dibandingkan 
dengan PRT dewasa”. 
 
 
Sedangkan menurut Ety sebagai salah satu penyalur 
pembantu rumah tangga anak di kota Makassar, hasil wawancara  
pada tanggal 5 april 2014 bahwa: 
 “Eksploitasi terhadap anak dapat terjadi karena 
dipekerjakan dengan waktu kerja yang tidak jelas dan 
sangat panjang dengan pemberian upah yang tidak sesuai; 
atau tidak diberikan upah dan juga tidak diberi hari libur. 
Biasanya kerja paksa sering terjadi ketika anak sudah 
berada di tempat kerja, dan tidak bisa meninggalkan 
pekerjaan itu meskipun mereka tidak menyukai. Sebagai 
contoh, misalnya melakukan semua atau sebagian 
pekerjaan tetapi tidak ada imbalan gaji, jam kerja melebihi 8 
jam sehari. Pada umumnya PRTA hanya diam saja, 
menerima perilaku tersebut, takut karena telah mendapat 
ancaman.” 
 
  Tindak pidana terjadi tidak hanya karena peran 
pelakunya tetapi juga terdapat keikutsertaan pihak-pihak lain 
dalam melakukan perbuatan pidana. Hal tersebut telah diatur 
dalam KUHP pada Pasal 56 ayat 2 Bab V tentang penyertaan 
dalam melakukan perbuatan pidana menyebutkan: “Mereka yang 
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sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk 
melakukan kejahatan”. 
  Pada kasus eksplotasi terhadap pekerja anak, 
kesalahan tidak hanya dari para pelakunya dalam hal ini 
majikannya juga peran penyalur tenaga kerja hingga peran si 
Anak tersebut yang membiarkan dirinya menjadi tenaga kerja.   
  Pada dasarnya seorang anak belum mengetahui bahwa 
pada umur dibawah 18 (delapan belas) tahun sebenarnya masih 
dalam perlindungan negara, termasuk dalam hal kesejahteraan 
anak, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 
1979 termasuk ketika terjadi eksplotasi terhadap anak. Oleh 
karena itu eksplotasi terhadap pekerja anak terjadi tidak hanya 
karena faktor-faktor dari luar saja melainkan juga terdapat 
beberapa peranan si Anak sehingga terjadi eksplotasi terhadap 
dirinya karena ketidaktahuan dan faktor-faktor lainnya. Hal 
tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut : 
a. Faktor Ekonomi; 
Karena pengetahuan dari orang tua yang rendah 
mengakibatkan kurangnya kesadaran untuk mengambil 
peranan akan usaha pembinaan, pengembangan serta 
perlindungan anak secara optimal. Anak akan tetap saja 
dijajah secara fisik maupun mentalnya dengan membebankan 
kewajiban untuk menopang kehidupan keluarga. 
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b. Rendahnya Pendidikan; 
Rendahnya pendidikan menjadi salah satu faktor 
terjadinya eksplotasi terhadapa anak karena kurangnya ilmu 
pengetahuan anak memberikan kesempatan terhadap 
majikan untuk melakukan perbuatan sewenang-wenang 
terhadap anak tersebut.  
c. Tidak adanya keterampilan 
Keterampilan merupakan salah satu penentu jenis 
kerjaan seseorang, tidak adanya keterampilan yang dimiliki 
seseorang menjadi penyebab seseorang lebih memilih 
pekerjaan menjadi pembantu rumah tangga yang secara 
umum tidak memerlukan keterampilan khusus. 
 
Oleh karena itu, dalam penelitian ini Penulis 
berpendapat bahwa munculnya pembantu rumah tangga anak  
lebih ke faktor ekonomi. Kemiskinan menyebabkan seorang anak 
rela dipekerjakan untuk membantu keluarga mereka di kampung, 
dan karena tidak adanya pilihan pekerjaan lain, menjadi pembantu 
rumah tangga salah satu pilihan pekerjaan yang tidak 
memperlukan pendidikan yang tinggi, dengan pendidikan yang 
masih sekolahpun, anak sudah mampu memperoleh gaji sendiri. 
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Tetapi menjadi PRTA mempunyai permasalahan 
tersendiri yaitu mudahnya terjerumus dalam tindakan eksploitasi. 
PRTA menjadi pilihan terbaik untuk dipekerjakan oleh calon 
majikan, karena umumnya PRTA tidak menuntut upah layak, 
gampang diatur, dan penurut. 
 
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pembantu Rumah Tangga 
Anak dibawah Umur yang Menjadi Korban Eksploitasi 
Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan 
merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius 
dari negara, khususnya dari aparat penegak hukum, terlebih 
karena masalah minimnya perlindungan hukum bagi korban 
kejahatan ini sudah merupakan isu internasional. Dilihat dari 
terbentuknya Declaration of Basic Principles of Justice for Victims 
of Crime an Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) pada tahun 1985. 
 Perlindungan hukum bagi korban kejahatan di 
Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pindana 
(KUHP) Pasal 14c ayat (1), yang rumusannya: 
“Dalam perintah yang tersebut pada Pasal 14a (pidana 
bersyarat), kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, 
maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa si 
terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat 
dihukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian 
istimewa, bahwa si terhukum akan mengganti kerugian 
yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu, 
semuanya atau untuk sebagian saja yang ditentukan dalam 
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tempo yang akan ditetapkan, yang kurang lamanya dari 
tempo percobaan itu”.  
Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 
tentang perlindungan Saksi dan Korban juga menerangkan hak-
hak yang dimiliki korban, termasuk di dalamnya perlindungan 
terhadap korban mencakup: 
a. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 
bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan 
kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan dukungan keamanan; 
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 
d. Mendapat penerjemah; 
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
f. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 
g. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 
h. Mendapat identitas baru; 
i. Mendapat tempat kediaman baru; 
j. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai dengan 
kebutuhan; 
k. Mendapat nasihat hukum; dan/atau 
l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 
waktu perlindungan berakhir. 
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 Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban 
kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada 
penderitaan/kerugian yang diderita korban, baik yang bersifat 
materil maupun non-materil. Demikian halnya dengan eksploitasi 
terhadap pembantu rumah tangga anak, korban dalam hal ini 
pembantu rumah tangga anak pasti akan menderita kerugian, 
terlebih menyangkut mengenai perampasan hak-hak yang dimiliki 
oleh anak, maka korban memiliki potensi untuk menderita trauma 
akibat kejadian yang menimpanya. 
 Secara umum, perlindungan hukum kepada korban 
beragam jenisnya, tergantung kejahatan atau tindak pidana yang 
dialaminya, namun pada kenyataannya perlindungan hukum 
seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 masih sangat jarang diterapkan terhadap korban ekspoitasi, 
terlebih masih sangat jarang terdapat laporan mengenai kasus 
ekspoitasi terhadap pembantu rumah tangga anak yang sampai di 
kepolisian. Namun melihat begitu banyaknya aturan mengenai 
perlindungan terhadap pembantu rumah tangga khususnya anak 
sudah dapat dijadikan sebagai upaya pemerintah dalam 
memberikan perlindungan terhadap korban. 
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 Adapun beberapa aturan mengenai perlindungan 
terhadap pembantu rumah tangga khususnya anak, yaitu: 
a. Undan-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga 
b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. 
c. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003  tentang 
Ketenagakerjaan. 
d. Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 yang mengesahkan 
Konvensi ILO 138 Tahun 1973 Tentang Usia Minimum 
Diperbolehkan Bekerja. 
e. Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 yang mengesahkan 
Konvensi ILO No. 182 Tahun 1973 mengenai Pelanggaran 
dan Tindakan  Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk 
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. 
f. Keputusan Presiden No. 59 tahun 2002 
g. Undang-Undang Dasar 1945 khusus pasal yang berkaitan 
dengan perburuhan 
h. Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Kententuan-
Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja 
i. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1997 
tentang Tenaga Kerja didalam Hubungan Kerja Sektor 
Informal. 
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j. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia. 
 
Dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, diatur perihal kewajiban dan tanggung 
jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk 
memberikan perlindungan khusus kepada anak. Khusus untuk 
anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi dan/atau 
seksual, berdasarkan Pasal 66 ayat (1), (2), dan (30) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur : 
A. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara 
ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab 
pemerintah dan masyarakat. 
B. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : 
1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan anak yang 
dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. 
2) Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan 
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3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, 
serikat bekerja, lembaga swadaya masyarakat dan 
masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap 
anak secara ekonomi dan/atau seksual. 
 
C. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan 
eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 
 Selanjutnya Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2002 mengatur bahwa : setiap orang yang mengeksploitasi 
ekonomi dan/ atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
200.000.000.- (dua ratus juta). 
 Perlindungan hukum secara khusus kepada korban, 
khususnya korban  eksploitasi terhadap pembantu rumah tangga 
anak tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja, tapi harus 
dilakukan dengan mengikuti prosedur tertentu, seperti dibutuhkan 
surat keterangan dari pemerintah setempat yang menyatakan 
bahwa warga terkait membutuhkan perlindungan oleh hukum dan 
juga dengan melihat atau mengkaji seberapa besar ancaman 
yang mungkin dihhadapi korban. 
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 Dari hasil wawancara yang dilakukan, Penulis melihat 
bahwa untuk tindak pidana eksploitasi pembantu rumah tangga  
secara umum masih jarang korban yang meminta perlindungan 
hukum, pihak kepolisisan pun juga lebih memprioritaskan 
memberikan perlindungan hukum secara khusus kepada korban-
korban seperti korban pembunuhan, teror dan sebagainya.  
 Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian 
dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam 
berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan 
kompensasi,  konseling, pelayanan/bantuan  medis, bantuan 
hukum dan pemberian informasi. 
 Disamping hal-hal yang telah diatur di dalam Pasal 66 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagaimana halnya 
juga terhadap korban eksploitasi pembantu rumah tangga anak  
dapat diwujudkan melalui proses pidana atau proses penegakan 
hukum. Tentang keterlibatan korban sebagai pihak yang dirugikan 
untuk mengajukan gugatan dalam proses pidana dimungkinkan 
oleh Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHP. Namun, tidak 
maksimalnya perlindungan hukum yang diberikan kepada 
masyarakat juga dikarenakan tidak adanya kesadaran hukum 
yang dimiliki oleh korban itu sendiri, contohnya pada kasus 
eksploitasi pembantu rumah tangga anak, banyak orang yang 
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membiarkan dirinya menjadi korban karena ketidak tahuannya 
akan hukum maupun karena keinginannya untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Tidak kooperatifnya korban dalam 
menangani kasus eksploitasi pembantu rumah tangga ini menjadi 
salah satu penghambat bagi penegak hukum dalam memberikan 
perlindungan hukum terhadap korban tersebut. 
 Oleh karena itu, para calon PRTA seharusnya 
mengenal pengguna jasa dan keluarganya dengan baik, 
kebiasaan dan tabiatnya, membuat kontrak kerja yang jelas 
dengan majikan, hindari atau tolak perintah atau keinginan tidak 
baik dari majikan maupun penyalur, dan memberikan alamat 
tempat bekerja kepada pihak keluarga termasuk keluarga yang 
kebetulan ada di kediaman yang sama, kenalan, teman, maupun 
tetangga. 
 Dan untuk melindungi diri sendiri saat telah bekerja di 
rumah tangga orang lain, sebaiknya para PRTA melapor, 
mendaftarkan dan memperkenalkan diri kepada lingkungan 
masyarakat terdekat, terutama ketua RT/RW, bicarakan terus 
terang pada majikan jika hak-hak sebagai PRTA tidak terpenuhi, 
meminta waktu untuk belajar lagi, berteman, berkomunikasi 
dengan pihak luar terutama keluarga dan teman-teman dekat, 
berkumpul bersama teman-teman PRT untuk melakukan aktivitas 
bersama. 
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 Apabila PRTA telah menyadari bahwa dirinya telah 
terjebak dalam tindak eksploitasi oleh majikannya, sebaiknya 
mereka segera menceritakan tindakan majikan terhadap dirinya 
dan meminta bantuan kepada masyarakat terdekat seperti 
tetangga, ketua RT/RW. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut: 
1. Peranan korban terhadap terjadinya tindakan eksploitasi terhadap 
pembantu rumah tangga anak di wilayah hukum kota Makassar, 
antara lain karena PRTA tidak menuntut upah layak, gampang 
diatur, dan penurut. 
2. Perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi pembantu rumah 
tangga anak sudah cukup banyak, terbukti dengan lahirnya 
berbagai aturan mengenai perlindungan hukum tersebut, namun 
implementasinya di Kota Makassar belum terlalu maksimal 
mengingat kurang kooperatifnya para pembantu rumah tangga 
anak menempatkan diri sebagai korban eksploitasi. 
  
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah Penulis kemukakan di 
atas, maka untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan  
penanggulangan tindak eksploitasi terhadap pembantu rumah tangga 
anak di wilayah hukum Kota Makassar, maka Penulis mengajukan 
beberapa saran, yaitu: 
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1. Pemerintah harus melakukan perbaikan ekonomi untuk 
kesejahteraan rakyat, sehingga diharapkan angka kemiskinan 
berkurang yang kemudian diikuti dengan peningkatan kualitas 
pendidikan di masyarakat yang diharapkan bisa mengurangi 
pekerja anak.   
3. Diharapkan Pemerintah lebih mengefektifkan aturan-aturan yang 
telah ada, termasuk pemberdayaan aparatur Negara dan 
lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang konsisten terhadap 
perlindungan hak-hak anak untuk bisa lebih mengawasi dan 
mendampingi anak yang dipekerjakan agar tidak diperlakukan 
sewenang-wenang oleh yang mempekerjakannya. 
4. Dalam kaitannya dengan upaya penghapusan anak sebagai 
pekerja, Pemerintah haruslah mempunyai target untuk 
menghapus pekerja anak secara tuntas. Untuk itu diperlukan 
suatu kebijakan yang bersifat nasional dengan upaya 
penghapusan kemiskinan yang telah terstruktur. 
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